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4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor PER. 12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Di Laut Lepas

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang Log Book
Penangkapan Ikan

6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 1/Permen-Kp/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan
Dan Kapal Pengangkut Ikan

7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status
Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon Typus)

8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
59/Permen-Kp/2014 Tentang Larangan Pengeluaran lkan
Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) Dan Hiu Martil
(Sphyrna Spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar
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Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia
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